SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan @ Umum  Kota  Pangkalpinang  tentang
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota

Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun...



Memperhatikan

Menetapkan

5 .

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

Berita Acara Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor
206/PK.01-BA/1971/2023 tentang Penggantian Anggota
Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...



=W =

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:
Jenis
No. Nama Alamat
Kelamin

1. | Yusuf Laki-Laki | Jalan Alexander Lama No. 8A RT

Satryawan 002 RW 001 Kelurahan Bacang
Kecamatan Bukit Intan

2. | Asep Laki-Laki | Jalan Perumahan Bukit Intan

Saipudin Asri RT 008 RW 003 Kelurahan

Bacang Kecamatan Bukit Intan

3. | Muhammad | Laki-Laki | Jalan KH. Cholid Samid RT 003

Fadli RW 001 Kelurahan Gedung
Jayadikarta Nasional Kecamatan Taman Sari
4. | Dedy Laki-Laki | Jalan Teratai RT 008 RW 002
Saputra Kelurahan Gedung Nasional

Kecamatan Taman Sari

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di
tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak

Bulan Agustus Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun
2024.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Agustus 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

B ot Bl TES KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
s dicSimgfpDaya Mansis, KOTA PANGKALPINANG,
7> /

/2 N

[5f— ‘ ttd.

{21 SEARLLAR '

\o\ 2% Musar PENTI



